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ABSTRAK

Jaminan Fidusia Atas Benda Yang Akan Ada Pada Perjanjian Kredit Antara PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk Dengan PT Pupuk Sriwidjaja, dengan fokus pada
analisis akta perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai kreditur dan
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai debitur. Studi ini bertujuan untuk
mengevaluasi kepastian hukum, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam
perjanjian tersebut serta akibat terhadap pelaksanaan perjanjian kredit. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis mendalam
terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan
dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian jaminan
fidusia atas benda yang akan ada menimbulkan tantangan hukum terkait identifikasi
aset, validitas jaminan, dan perlindungan hukum bagi kreditur saat eksekusi
jaminan. Risiko ini menuntut adanya regulasi yang lebih terperinci dan pengawasan
yang efektif untuk memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan proses kredit.
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum jaminan
di Indonesia serta menyediakan rekomendasi praktis bagi perusahaan dan lembaga
keuangan untuk memitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan perjanjian jaminan
fidusia.

Kata Kunci: Benda yang akan ada, Jaminan Fidusia, , Kepastian Hukum,
Perjanjian Kredit Bank. A
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap
dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang
diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.!

Perusahaan dapat berbentuk berbagai jenis, seperti Perseroan Terbatas (PT),
Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD), Koperasi, Yayasan,
Firma, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dinamika kehidupan dalam
masyarakat menimbulkan usaha yang semakin beragam, sehingga sektor
perekonomian terus berkembang dan mendorong peningkatan kebutuhan modal
pada perusahaan untuk mengembangkan usahanya.

Seiring dengan berkembangnya jenis usaha dan pengembangan perusahaan,
perusahaan membutuhkan modal usaha dan atau modal untuk berinvestasi, sering
kali untuk melakukan pengembangan usaha perusahaan mendapatkan modal dari
pinjaman. Oleh karena itu, salah satu langkah yang banyak diambil oleh perusahaan
adalah memanfaatkan kredit dari perbankan.

Kredit merupakan suatu bagian dari kegiatan usaha perbankan dimana menurut

Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-

! Dalimunthe, dan lain-lain, Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak
Ketenagakerjaan, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 1, Nomor. 3. 2023, HIm.§83.



undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa; “Kredit

adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu

tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam penerapan kredit terdapat beberapa unsur yang diperlukan sehingga

dapat terjadinya kredit tersebut Menurut Hadi Wijaya dan Rivai Wirasasmita,

unsur-unsur kredit dapat dirinci sebagai berikut :2

a.

Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan
bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut
kreditur;

Adanya orang atau badan sebagai pihak yang memerlukan atau meminjam
uang, barang atau jasa, biasanya disebut debitur;

Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur;

Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur;
Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang,
barang atau jasa, oleh ckreditur dengan saat pembayaran kembali oleh
debitur;

Adanya risiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu (seperti
dibicarakan di atas), karena terbayang jelas ketidakpastian (uncertainty)

untuk masa yang akan datang.

2 Johannes Ibrahim Kosasih. Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam

Perjanjian Kredit Bank, (Sinar Grafika: Bumi Aksara, 2021), him.13.



Perbankan tidak serta merta memberikan kredit kepada suatu usaha, bank
kreditur sebelum memberikan kredit, terlebih dahulu wajib melakukan penilaian
yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari
nasabah debitur.?

Sehingga dalam berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kredit, kreditur sering
kali meminta jaminan kepada debitur jaminan yang dimaksud ialah harta kekayaan
yang dimiliki oleh debitur dimana harta tersebut dapat dijadikan tanggungan kepada
kreditur, yaitu pemenuhan prestasi dalam suatu perikatan. 4

Jaminan pada dasarnya terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan
kebendaan, jaminan perorangan adalah jaminan yang bersifat perorangan yang
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat
dipertahankan kepada debitur tertentu, terhadap harta debitur semuanya.

Sedangkan jaminan kebendaan ialah jaminan yang membebani suatu benda
tertentu dengan lembaga penjamin tertentu sehingga apabila debitur tidak dapat
melunasi hutangnya atau kewajibannya kepada kreditur maka benda tersebut dapat
dijadikan alat pelunas dengan hasil penjualan di depan umum atas benda tertentu.’

Menurut Pasal 499 KUHPer, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki
atau menjadi objek kepemilikan, disebut zaak. BW membaginya menjadi berwujud

atau tak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, habis pakai atau tidak habis pakai,

* Indra Gunawan Purba, Anjani Sipahutar, dan Irwansyah. Pengaturan Pemberian Kredit
Pada Dunia Perbankan di Indonesia. Jurnal Normatif, Vol. 2, No. 2. 2022, him.205.

4 Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Jurnal
Hukum Bisnis, Vol. 11. 2000, hlm.12.

5 Supianto, Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia, Garuda
Wacha, Februari, 2015, him. 26-28.



dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, serta benda yang sudah ada dan benda yang
akan ada.

Dalam perkembangan perusahaan, jaminan kebendaan sering digunakan untuk
mendukung aktivitas kredit, terutama dalam peminjaman modal. Jaminan
kebendaan ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain gadai, hipotek, hak
tanggungan, dan fidusia. Seiring dengan perkembangan perusahaan, pilihan jenis
jaminan kebendaan dapat mempengaruhi proses pengajuan modal kepada kreditur,
termasuk bank. Salah satu jenis jaminan yang sering digunakan oleh perusahaan
dalam aktivitas kredit adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, adalah hak
jaminan yang diberikan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud, untuk menjamin pelunasan hutang-piutang antara debitur dan
kreditur. Debitur memberikan jaminan fidusia kepada kreditur agar dapat menjamin
pelunasan hutangnya. Jaminan fidusia ini dapat diberikan atas benda yang sudah
ada tetapi apakah benda yang akan ada dapat dijadikan jaminan fidusia.

Dalam penulisan ini penulis akan melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan
jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengajuan modal melalui
bank terhadap barang yang akan ada, karena pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia
atas benda yang akan ada menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal
kepastian hukum dan pelaksanaan hak-hak kreditur jika debitur gagal memenuhi
kewajibannya.

Analisis terhadap akta perjanjian fidusia berdasarkan Akta Notaris Lumassia,

S.H. nomor 08 mengenai jaminan fidusia atas benda berwujud menyatakan bahwa



PT Pupuk Sriwidjaja Palembang bertindak sebagai “Pemberi Fidusia” dan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk sebagai “Penerima Fidusia”. Dalam Pasal 1 Akta tersebut,
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang menjaminkan seluruh hak, kepemilikan, dan
kepentingan atas benda berwujud yang terkait dengan proyek (termasuk mesin dan
peralatan pabrik) yang bersifat benda bergerak, baik yang belum ada maupun yang
akan ada di kemudian hari.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian ini berkaitan dengan kepastian
hukum dan keabsahan jaminan terhadap benda yang belum ada, atau yang akan ada
dikemudian hari pada saat eksekusi jaminan nantinya. PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk sebagai kreditur dan penerima jaminan untuk memastikan bahwa jaminan
fidusia yang diberikan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai,
khususnya terhadap risiko gagal bayar dari debitur.

Perjanjian fidusia atas barang yang akan ada memerlukan kehati-hatian lebih
oleh pihak kreditur. Kreditur perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap
kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dan memastikan bahwa barang
yang dijaminkan dapat diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan secara sah.
Langkah ini sangat penting untuk menjaga keabsahan dan kekuatan hukum jaminan
fidusia.

Selain itu, perjanjian fidusia ini harus mampu mengurangi risiko yang mungkin
timbul akibat ketidakpastian atas barang yang dijaminkan, termasuk kemungkinan
barang tersebut tidak dapat dijual atau tidak memiliki nilai ekonomi yang

diharapkan pada saat eksekusi jaminan.



Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menetapkan syarat dan ketentuan
yang jelas dalam perjanjian fidusia, termasuk klausul yang mengatur langkah-
langkah yang harus diambil jika barang yang dijaminkan tidak tersedia atau tidak
sesuai dengan yang dijanjikan. Bank juga perlu mempertimbangkan mekanisme
pengawasan yang efektif agar dapat memantau perkembangan aset yang dijaminkan
secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perjanjian fidusia atas
barang yang akan ada dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi kreditur dan
meminimalkan risiko yang mungkin timbul di masa depan.

Bedasarkan uraian latar belakang di atas tentang analisis akta Notaris
Lumassia, S.H. nomor 08 pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, hal tersebut
menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut yang
diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan jaminan fidusia atas barang yang akan ada dan memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum. Dari uraian tersebut maka
penulis akan melakukan analisis hukum dengan judul “JAMINAN FIDUSIA
ATAS BENDA YANG AKAN ADA PADA PERJANJIAN KREDIT
ANTARA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK DENGAN PT PUPUK
SRIWIDJAJA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam
penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap benda yang akan ada dalam

perjanjian jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit bank pada perjanjian



kredit pembangunan mesin pabrik PT Pupuk Sriwidjaja, dengan PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

Bagaimana aplikasi dari pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas benda
yang akan ada terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam
perjanjian kredit bank pada perjanjian kredit pembangunan mesin pabrik

PT Pupuk Sriwidjaja, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap benda
yang akan ada dalam perjanjian jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit
bank pada perjanjian kredit pembangunan mesin pabrik PT Pupuk
Sriwidjaja, dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menurut hukum yang
berlaku di Indonesia.

Untuk mengetahui dan menganalisis aplikasi dari pelaksanaan perjanjian
jaminan fidusia atas benda yang akan ada terhadap hak dan kewajiban para
pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit bank pada Perjanjian kredit
pembangunan mesin pabrik PT Pupuk Sriwidjaja, dengan PT Bank

Mandiri (Persero) Tbk.

D. Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum terkait

jaminan fidusia dan pelaksanaannya dalam praktik.



2.

Manfaat Praktis

a.

Bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PUSRI), Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pedoman praktis dalam penggunaan
jaminan fidusia untuk mendukung pengembangan usahanya.
Dengan menerapkan hasil penelitian ini, PT PUSRI dapat
memastikan bahwa proses pengajuan kredit bank, khususnya dengan
menggunakan benda yang akan ada sebagai jaminan fidusia, berjalan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat
memperkuat posisi PT PUSRI dalam mengamankan modal usaha
secara sah dan melindungi aset perusahaan di masa depan.

Bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Sebagai kreditur dalam
perjanjian dengan PT PUSRI, penelitian ini dapat membantu Bank
Mandiri dalam mengelola risiko kredit secara lebih efektif. Dengan
informasi terkait jaminan fidusia atas benda yang akan ada, Bank
Mandiri dapat melakukan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap
objek jaminan dan memastikan bahwa ketentuan hukum dipenuhi.
Pengetahuan ini memungkinkan Bank Mandiri untuk meminimalisir
potensi kerugian akibat ketidakpastian jaminan, serta memperkuat
perlindungan hukum bagi bank dalam proses eksekusi jaminan.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya masyarakat dan para
pengusaha, dapat memperoleh wawasan baru terkait penggunaan
jaminan fidusia atas benda yang akan ada dalam memperoleh kredit

bank. Pemahaman ini membantu pelaku usaha dalam mengambil



keputusan yang lebih terinformasi mengenai cara-cara untuk
mengakses modal secara legal. Dengan informasi yang lebih
komprehensif, mereka dapat memitigasi risiko hukum dan
keuangan, sekaligus memahami implikasi dan tanggung jawab yang
terkait dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
E. Ruang Lingkup
Penelitian ini akan membahas pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas
benda yang akan ada dalam pengajuan modal oleh perusahaan melalui bank. Fokus
utama penelitian adalah pada penerapan jaminan fidusia menurut hukum yang
berlaku di Indonesia, khususnya mengenai barang yang akan ada, dan bagaimana
hal ini mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian
kredit bank.
F. Kerangka Teori
Dalam melakukan analisis permasalahan mengenai barang yang akan ada
dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, maka penulisan kerangka teori dilakukan
sebagai berikut:
1. Kerangka Teori Penelitian
a. Teori Kepastian Hukum
Banyak sekali tokoh atau sarjana yang memberikan pandangannya
terkait dengan kepastian hukum namun, penulis hanya memaparkan 3
tokoh yang memberikan pandangannya terkait dengan kepastian hukum

yaitu : Van Apeldoorn, Sudikno Mertokusumo, dan Lon Fuller.
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Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum yaitu adanya kejelasan
skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga
masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian
hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-
hal yang konkret.®.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu
peraturan yang harus ditaati.’

Lon Fuller dalam bukunya the Morality of Law mengajukan 8§ (delapan)
asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka
hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain
harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai
berikut :*

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak

berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;

hlm.126.

¢ Van Apeldoorn, Pengantar limu Hukum, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2002), hlm.24-25
7 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2012),

8 Iyan Nasriyan, Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia,

Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Volume. 10, Nomor. 02. 2019, hlm.91.
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3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem,;

4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum,;

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa
dilakukan,;

7) Tidak boleh sering diubah-ubah;

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan undang
undang.

Teori ini digunakan dalam penulisan ini untuk mengukur apakah
terdapat kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan perjanjian jaminan
fidusia atas benda yang akan ada dalam perjanjian kredit bank, khususnya
dalam analisis akta perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peraturan
yang jelas dan tegas yang mengatur secara rinci mengenai pemberian
jaminan fidusia atas benda yang belum ada pada saat perjanjian dibuat,
ataukah masih terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan
ketidakpastian bagi kreditur dan debitur.

b. Teori Jaminan
Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerhei-desstelling atau

security of law.” Kata jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda,

® Oemar Abdallah, Sunarmi, dan lain-lain, Pertanggungjawaban Bank Syariah Indonesia
atas Penggabungan dan Perubahan Nama Perusahaan terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas
Jaminan Debitur pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Medan, Jurnal Media Akademik (JMA),
Volume. 2, Nomor. 1, Januari 2024, him.1384
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yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum
cara-cara bagaimana kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di
samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-
barangnya.'?

Di dalam praktik jaminan ini tentunya diperlukan hukum yang
mengatur, di Indonesia terdapat hukum jaminan yang dibuat untuk
menjaga hubungan antara kreditur dan debitur terutama terkait hak dan
kewajiban yang harus dilakukan. Para sarjana memberikan pengertian
tentang hukum jaminan sebagai berikut :

Salim HS dalam bukunya mengungkapkan bahwa definisi dari hukum
jaminan adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya
dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.!!

Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoeprapto
berpendapat bahwa jaminan adalah "Sesuatu yang diberikan kepada
kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu
perikatan" (Hartono Hadisoeprapto, 1984: 50). Kedua definisi jaminan

yang dipaparkan di atas, adalah:!?

10 Salim H. Sidik, Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW] Cetakan Keempat, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2006), hlm.21

1 Salim H. Sidik, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, cet. ke-11, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2019), him.6

12 Ibid him.21
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1) Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur
(bank);

2) Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan
materiil);

3) Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur
dengan debitur.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan
adalah: "Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian
fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai
jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan
kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri.

Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus
dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan
jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah" (Sri Soedewi
Masjhoen Sofwan, 1980: 5).!?

Perkembangan hukum jaminan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh
perubahan hukum jaminan yang terjadi selama masa pemerintahan Hindia
Belanda, Jepang, dan setelah Indonesia merdeka. Pada masa pemerintahan
Hindia Belanda, ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum jaminan
dapat ditemukan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) tentang benda.

13 Salim H. Sidik, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, hlm.5-6
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Jaminan terbagi menjadi dua sifat yaitu jaminan umum dan jaminan
khusus. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau
timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun
tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada
kreditur. Dalam hukum jaminan, terbagi beberapa macam jenis pengikatan
terhadap suatu objek yang akan dijaminkan.

Menurut Warman Johan sebagaimana dikutip oleh Bambang Catur PS,
bentuk-bentuk pengikatan barang jaminan tersebut antara lain sebagai
berikut:'*

a) hak tanggungan adalah hak kebendaan atas benda yang tidak
bergerak bertujuan untuk memperhitungkan pembayaran
kembali dari suatu hutang dengan uang dari pendapatan
penjualan barang tidak bergerak;

b) gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh kreditur atas suatu
barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang atas
namanya dan yang memberikan kekuatan kepada kreditur
untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan
dari orang yang berpiutang lain;

c) fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang bergerak

dengan menahan barang tersebut secara kepercayaan; dan

4Qalim H. Sidik, Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW, hlm.3-4
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d) credietverband adalah pengikatan atas tanah milik adat yang
dilakukan  oleh lembaga-lembaga perkreditan yang
berdasarkan peraturan pembentukannya diberikan wewenang
untuk memberikan pinjaman dengan jaminan credietverband,
dalam hal ini hanya bank milik pemerintah.

Teori hukum jaminan berfungsi untuk mengukur kepastian hukum
dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia atas objek yang belum ada
pada saat perjanjian dibuat, khususnya dalam perjanjian kredit bank seperti
yang dianalisis dalam akta perjanjian antara PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk
menilai apakah terdapat peraturan yang jelas dan tegas yang secara rinci
mengatur pemberian jaminan fidusia atas benda yang belum ada pada saat
perjanjian ditandatangani. Penelitian juga akan melihat apakah terdapat
kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak
kreditur maupun debitur.

Definisi Konsep Penelitian
a. Jaminan Fidusia

Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:
"Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan
adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan
tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan
hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan

utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi
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bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai
detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar".'®
b. Perjanjian Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang
mengikuti perjanjian pokok yang telah para pihak sepakati, jadi jaminan
fidusia tidaklah sebagai sebuah kewajiban melaksanakan prestasi, prestasi
dalam perjanjian kredit lah yang harus dipenuhi oleh pihak debitur. ¢
¢. Benda yang akan ada

Menurut Sri Soedewi Masjchoe Sofwan Benda yang akan ada absolut,
yaitu benda yang pada saat itu sama sekali belum ada, misalnya hasil panen
pada musim panen yang akan ada, benda yang akan ada relative, yaitu
benda yang pada saat itu sudah ada, tapi bagi orang-orang tertentu belum
ada, misalnya barang-barang yang sudah dibeli namun belum diterima.!”
d. Kredit

Menurut Thomas dalam Ismail kredit dalam pengertian umum
merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit)
untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari
beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang

memungkinkan terjadinya kredit!'® Beberapa unsur yang memungkinkan

terjadinya kredit meliputi kreditur sebagai pihak yang menyediakan uang,

5Salim H. Sidik, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, hlm.56.

16 Gentur Cahyo Setiono, dan Hery Sulistyo, Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan
fidusia, Jurnal Transparansi Hukum 4, no. 1, 2021, him.69

17 Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, (Liberty, Yogyakarta,
2009), him. 219

18 Ismail, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.93.
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barang, atau jasa untuk dipinjamkan, serta debitur sebagai pihak yang
meminjam dengan janji melunasi pinjaman. Hubungan ini didasari oleh
kepercayaan kreditur terhadap kemampuan dan kesediaan debitur untuk
melunasi utangnya. Selain itu, terdapat unsur perbedaan waktu antara
pemberian pinjaman dan pelunasannya, yang menyebabkan adanya risiko
akibat ketidakpastian di masa mendatang.
e. Perjanjian Kredit Bank

Menurut Salim HS, perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat
antara kreditur dan debitur, di mana kreditor berkewajiban untuk
memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban
untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai

dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.'®

G. Metode Penelitian
Dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan metode
penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah

“suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

19 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2007), him.80.
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undangan yang berlaku’’.2’ Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada
inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum
dalam in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan

hukum serta sejarah hukum.?!

Metode ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum jaminan fidusia
dalam ruang lingkup pengajuan kredit bank atas benda yang akan ada .
2. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian ini yang terdiri dari beberapa jenis pendekatan, yaitu
sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani.’? Menganalisis peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia,
khususnya yang mengatur mengenai benda yang akan ada, melibatkan
kajian mendalam terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

yang berkembang dalam ilmu hukum, serta mempelajari pandangan-

20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2003), him.32.

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti, 2007), hlm.52.

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2016), him.93.
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pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum khususnya yang
berkaitan dengan Konsep Jaminan, maka akan menemukan ide-ide
yang ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-
konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang
dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi
hukum guna memecahkan isu yang dihadapi.?* Pendekatan konseptual
dilakukan dengan mengeksplorasi definisi, prinsip-prinsip, dan
karakteristik jaminan fidusia, terutama yang berkaitan dengan benda
yang akan ada atau pada saat perjanjian dibuat.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan
kepustakaan dan yang diperoleh dari lapangan. Bahan kepustakaan terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
b. Bahan Hukum Sekunder:
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-
buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal
hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan

hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik

B]bid. him.135-136.
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penelitian.?* Dalam penelitan ini juga memakai Akta Perjanjian Kredit
dan Akta Jaminan Fidusia
c. Bahan Hukum Tersier:
Bahan hukum tersier berfungsi sebagai panduan dan memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan
hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber
referensi lainnya yang memberikan ruang lingkup dan definisi yang
mendukung pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum yang
digunakan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan (/ibrary research), yaitu
mengumpulkan informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan
literature review yang bersifat kepustakaan?®, di mana penulis mengumpulkan,
mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik
penelitian. Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer
seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan; bahan hukum
sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan komentar dari para ahli
hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data
yang terkumpul kemudian diseleksi dan diorganisir secara sistematis untuk

memudahkan proses analisis.

24 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya:
Bayumedia, 2008), hlm. 295.

25 Muannif Ridwan, dan lain-lain, Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian
Ilmiah. Jurnal Masohi, vol. 2, no. 1, 2021, hlm.43-44
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S. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif
yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang
telah diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dibentuk suatu kesimpulan.
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan
dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan
hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek
yang terjadi dan sebagainya.?® Penelitian kualitatif bersifat memperoleh atau
menemukan teori berdasarkan data yang diperoleh dari data lapangan.
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik deduktif, di mana kesimpulan diambil berdasarkan penalaran logis dari
analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Dengan metode
deduktif, yaitu suatu fakta yang bersifat umum ditarik menjadi fakta khusus
dalam suatu kesimpulan.?’” Penulis akan menyusun kesimpulan secara
sistematis dengan mengaitkan temuan dari analisis bahan hukum dengan tujuan
penelitian. Kesimpulan yang diambil akan mencakup jawaban atas rumusan
masalah penelitian, serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam
praktek hukum untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam

pelaksanaan jaminan fidusia atas benda yang akan ada.

26 Rusandi, & Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan
Studi Kasus, Jurnal STAI DDI Makassar, vol. 2, no. 1, 2021, hlm.3.

27 Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004), hlm.25.
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